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PETUNJUK OPERASIONAL

PROGRAM . PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

KEGIATAN . PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN (TP1)

SUB KEGIATAN . PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perikanan dan
Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 21 Bidang Pemberdayaan Nelayan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d. mempunyai tugas Membantu Kepala
Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan ;

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Masih kurangnya pengelolaan SDA
2. Kesejahteraan nelayan masih rendah

Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

1. Belum tersedianya Tempat Pelelangan lkan yang memadai
2. Belum beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan

Tersedianya lokasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Kec. Linggo Sari Baganti

Sasaran

Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan

Petunjul Ofenastonal (PO) Takun 2023

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Anggaran

Anggaran yang tersedia Rp. 24.999.925,-

10

11.

12.
13.

14.

Hasil

Dinas / Instansi

Program
Nama Kegiatan

Sifat Kegiatan
Bagian Belanja
Jumlah Biaya Kegiatan

Kondisi Sebelum Kegiatan

dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan
Pejabat
Kegiatan

Pelaksana Teknis
a. Nama

b. Jabatan

Bendahara Pengeluaran

a. Nama

b. Jabatan

Pembantu
Pengeluaran
a. Nama

b. Jabatan
Lokasi Kegiatan
Tolak Ukur Indikator
a. Masukan
- Dana Tersedia

Bendahara

- Waktu Pelaksanaan
b. Keluaran

c. Hasil

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir

Selatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap

Penyelenggaraan Tempat

Pengelolaan dan
Pelelangan lkan (TPI)
Lama

Belanja langsung

Rp. 24.999.925,-
Belum adanya Tempat Pelelangan lkan (TPI) yang
memadai

Januari — Desember 2023 (12 bulan)

SILVINA GRANITA, S.Pi
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Eda Putri Santi, S.Pi
Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan

Maya Fitri Zuly, S.Pi
Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Rp. 24.999.925,-
Januari — Desember 2023 (12 Bulan)

Tersedianya lokasi pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
Meningkatnya pendapatan nelayan kecil

Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2023 terlampir.
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a. Masukan Input
Rp. 24.999.925,-

Januari — Desember 2023 (12 Bulan)

e Jumlah Dana

e Jangka Waktu
Pelaksanaan

b. Keluaran / Output Tersedianya lokasi pembangunan Tempat Pelelangan lkan

(TPI)

¢. Hasil / OQutcomes Meningkatnya pendapatan nelayan kecil

d. Manfaat / Benefit Meningkatnya kesejahteraan keluarga nelayan kecil

e. Keterkaitan dengan : -
Unit Kerja Lain

Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Tanggal 30 Desember 2022
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari
2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
800/02/kpts/DPP-PS/ /2023, tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan dan
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
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Stru

Pele

ktur Organisasi
Susunan Organisasi pada Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat

langan Ikan (TPI) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TP1)

Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a.

Petus

Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Pemberdayaan Nelayan
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir

Selatan.
Staf Pengelola Kegiatan, Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

jeck Operasional (PO) Takan E0
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STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
SUB KEGIATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

e ———

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM /
PENGGUNA ANGGARAN

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

ST S PERIKANAN DAN PANGAN
KABID. PEMBERDAYAAN NELAYAN AF DINAS PERIKANAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / KUASA 1. BENDAHARA PENGELUARAN
PENGGUNA ANGGARAN 2. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

STAF DINAS PERIKANAN

STAF PENGELOLA KEGIATAN

Tugas dan Tanggung Jawab
Dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka secara rinci tugas masing-masing unsur
pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a.menyusun RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
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e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;,

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang tela ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

I. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pelaksanaan Keuangan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SKPD mempunyai tugas lainnya yang meliputi:

a. menyusun Anggaran Kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas

penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada

PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas

a.
geluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

penerimaan dan pen

undangan;
menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara

pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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1. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku

KPA.

(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan:

a. besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali Unit
SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya
ditetapkan oleh kepala daerah; dan

b. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang
membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran
belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

¢. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA

bertanggung jawab kepada PA.

(6)Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian
tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD atau KPA.

(7) Dalam hal terdapat unit organisasi yang bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

melaksanakan angggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran

™ o o
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yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

k. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

|l menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD/Unit SKPD
selaku PPTK.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang
PA/KPA.
(3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub
Kegiatan SKPD/Unit SKPD, yang terdiri dari:
1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan; dan
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada
PA/KPA.
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan yang terdiri dari :
1. menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan
SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.
n tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA, dengan batasan :

a. PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA; dan
tanggungjawab kepada KPA.

(4)Dalam melaksanaka

b. PPTK pada unit SKPD ber

- ;
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(5)Dalam hal ppTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
(6) PA/KPA dapat Menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

(1)Kepala SKPD selaku pa menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf | untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifikasi SPp UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
€. menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK
SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang meliputi :
a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan
Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan; dan

¢. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP

GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan
SPM.

(4) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan
keabsahan dokumen.

5. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/
administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan.

6. Bendahara Pengeluaran

(1)Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan
wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan

SPP LS;
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b. me

nerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

- menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara
Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang meliputi:

a.

b
C.
d

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

-menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil

pemeriksaan internal dan eksternal;

-menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
pelaksanaan anggaran pengeluaran Pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu

(1)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

(2) Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pertimbangan:

a.
b.
c.

besaran anggaran;
rentang kendali; dan/atau
lokasi.

(3)Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas dan wewenang:

a.

® o o o

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
menerima, menyimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
menerima dan menyimpan TU dari BUD;

melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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6 memungut  dan

menyetorkan  pajak  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-un(l.'mp,nn; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan

laporan Pertanggungjaw
secara periodik.
(4)Selain tugas dan we

aban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran

wenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara
Pengeluaran pPembantu memiliki tuga

s dan wewenang lainnya yang meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi o

ngan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau Hasi| pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

b.
c.
d.

Demikian Petunjuk Operasional ( PO ) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai
ketentuan yang berlaku,

Painan, © Januari 2023
Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Kabid. Pemberdayaan Nelayan, ﬂ
\ ,
MASAR, S.Pi SILVINA GRANITA, S.Pi
NIP. 19661212 sz701 1008 NIP. 19760627 200701 2 003
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